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# BUPATI MUNA
\ PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR29 TAHUN 2018

TENTANG

2 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUNA

- NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

- TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUNA

~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,

rangka efektn:ﬁtas pelaksanaan tugas dan

Serta Tata Ker]a Sekretanat Daerah Kabupatea Muna
sebagalmana telah diubah dengazn Peraturan Bupau



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten
Muna Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna
(Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 12}

5. Peraturan Bupati Muna Nomor 22 Tahun 2018 tentang

" Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 12
] 2016 ‘Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
ian Fﬂngsy Serta Tata Ker_la Sekretariat Daerah



Sekretariat Daerah

b ttaten i , Serta Tata Kerja
2016 Nomor 12)

b . una (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun

| : ) sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Ketentuan p |

| a

_‘ . sal 3 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ diubah, sehingga
sal 3 berbunyji sebagai berikut:

Pasal 3

S I :
usunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah;

b. Staf Ahli Bupati;

(1)

C. Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I);

. d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten Ii);
€. Asisten Administrasi Umum (Asisten III);
f. Bagian;
g. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Staf Ahli Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari:
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
. (3) Asisten Pemerintahan dan Kesra, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari:
£ | ‘\ a. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
i. Subbagian Pemerintahan Umum;
iy ii, Subbagian Otonomi Daerah;
*i 1 iii. Subbagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan.
T b. Bagian Kemasyarakatan, membawahkan:
! i, Subbagian Kependudukan dan Catatan Sipil;
- ii. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat Desa;
W iii. Subbagian Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan
Masyarakat.
c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
i, Subbagian Peliputan dan Dokumentasi;
ii. Subbagian Protokol;

iii. Subbagian Komunikasi dan Informatika, Perpustakaan dan

Arsip.

A A



iEmgi an Kesejaht
i‘ esejahteraan Rakyat, terdiri dari:
ﬁ; ‘Subbagian Keagamaan;
Sub
hugaan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan,

f d, terdiri dari:
n Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:

: mm &ubbagmn Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah.
= \gian Administrasi Pembangunan, membawahkan:

i Subbaglan Perencanaan, Penyusunan  Program, dan
"'";’* ﬁ» Subbagxan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;

iii. Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
/Jasa, membawahkan:

Pengadaan Barang
bagian Perencanaan Pengadaan;

an Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
dile Subbag:an Data dan Penyelesaian Sanggah.

an Infrastruktur Wilayah, membawahkan:

Perumahan dan Kawasan Permukiman;

n Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

Ts ‘Perhubungan
-Umum sebagaimana dnnaksud pada ayat (1)




glan Umum, membawahian:

. Subbagian Keuangan,

iii. Subbagian Rumah Tangga;
iv. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli,
d’ B"‘@““ Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
I.  Subbagian Tata Usaha;
ii. Subbagian Kepegawaian;
iii. Subbagian Penunjang Urusan Pemerintahan,
(6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum
pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

? 2. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf ¢ diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi
: Pasal 20
sgian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 19,

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan

Kesehatan, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja.
éitﬂ’alaﬁd pada ayat (1), masing-masing



a Zl::;:t:nm:mdmik&m Kebudayman, Pariwisata, Kepemudann dan
iempunyai tugas menylapkan bahan penyusanan prograi
kerja Subbagian Pendidikarn, Kebudayn ; ~ - ‘ dan
ant, Kebudayaan, Pariwisats, Kepemudann dé
Olahraga, menyinpkan  bahan  perumusiat kebijakan, pelaksanaan
koordinasi, fasilitasi bidang pendidikan, kebudayann, pariwisnta,
kepernudaan  dan  olahraga, menylapkan  bihan petunjule  tekiis
 pembinaan, pengendalian dan evaluasi kebfjakan pengumpulan dari
pengolahan data serta pelaksanann layanar administrasi dan pelaporan
Subbagian Pendidikan, Kebudayann, Pariwieata, Kepemudaan dan
Olahraga.
(3) Subbagian Sosial, Kesehatan, Transmigrasi, dan Tenagn Kerja
mempunyai fugas menylapkan bahan  penyusunan program  kerjs
T | Subbagian  Sosial, Keschatan, Transmigrasi  dan  ‘Tenagn Kerja,
: menyiapkan bahan — perumusan kebijakan, renylaphkan bieshisini
koordinasi, dan fasilitasi bidang keschatan, sowial, pemberdayann
perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian pendudulk dan
keluarga berencana, transmigrasi dan tenaga kerja, menylapkan bahan
petunjuk  teknis  pembinaar, pengendalian, evaluasi  kebijukan,
cniyiapan bahan koordinasi pengumpulan dan pengolaban data serta
ksanaan layanan administrasi dan  pelaporan Subbagian Hosial,
shatan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

at (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi

 Pasal 22
Pembangunan mempunyal tugas membantu
kebijakan,  koordinasi,
, permantauan, dan evaluasi
nan burang/jnsa.



b. pelaks
an . .
aan  koordinasi  penyelenggaraan  tugas  bidang

?erekonomia.n dan sumber daya alam, administrasi pembangunar,
infrastruktur wilayah, dan pengadaan barang/jasa;
C. penyelenggaraan layanan administrasi penyelenggaraan fugas
bidang perekonomian dan investasi, pembangunan dan layanan
pengadaan barang dan jasa, sumber daya alam dan infrastruktur
wilayah;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan  bidang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan,
infrastruktur wilayah, dan pengadaan barang/jasa;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.
(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang

' Asisten.
(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) be
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

rkedudukan di bawah

5. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d diubah

sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Administrasi Pembangunan;
: struktur Wilayah;

‘ 'Barang/Jasa.

d‘finaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala

d1 bawah dan bertanggung jawab kepada




koperasi 4
s .
kehutanan a::? kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian,
o ’ e-autan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan
Untuk aya mineral serta Badan Usaha Daerah.
n m 3
D €laksanakan tugas tersebut, Bagian Perckonomian dan Sumber
aya Alam mempunyai fungsi:

2)

£ P.erumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil
dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan
dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral,
serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan badan
usaha daerah;
b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program
» kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan
, bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil
dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan
dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral,
serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan badan
usaha daerah;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan,
kaperajsj, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian,
kehutaman, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan
sumber daya mineral, serta analisis makro ekonomi, sarana
conomian dan badan usaha daerah;
pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan
5 1gan, perindustrian, perdagangan, koperasi
gah, penanaman modal, pertanian,
canan, lingkungan hidup, energi dan
analisis makro ekonomi, sarana




Pasal 25

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
4. Subbagian Perekonomian:
b. Subbagian Sumber Daya Alam;
€. Subbagian Penananaman Modal dan Badan Usaha Daerah;
@) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan

bertamggung Jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam.

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26
‘ berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Subbagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan program kerja Subbagian Perekonomian meliputi bidang
pei‘asi dan usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan,
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi bidang
koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan,
menympﬁan bahan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian, evaluasi
i 1 bahan koordinasi pengumpulan dan pengolahan

anaan layanan administrasi dan pelaporan Subbagian

HL ¥

bbagian Sumber Daya Alam, menyiapkan
in, koordinasi, fasilitasi bidang pangan,
dan perikanan, lingkungan hidup,
 menyiapkan bahan petunjuk teknis



dan Badan
v ! Usaha Daerah, menyiapkan bahan petunjuk
Pembinaan, pengendalian,

Pengolahan data sertg pelak

teknis

evaluasi kebijakan pengumpulan dan
Sanaan layanan administrasi dan pelaporan
al dan Badan Usaha Daerah.

W

Keten
tuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi, pemantauan dan evaluasi program  kegiatan dan

| penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya,

1‘ penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi
pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan
serta fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasa (1),

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penylapan perumusan kebyjakan penyusunan dan
pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan,
administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan serta
fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik;

b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta
petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian
monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi
' kebijakan pembangunan serta fasilitasi layanan
clektronik;

an program, monitoring dan evaluasi
B s % ittt




. Ketentuan
Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah,

sebagai berikut: sehingga Pasal 28 berbunyi

Pasal 28

i zsglan Admmml-as, Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal
» terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan, Penyusunan Program dan Pembinaan;
b. Subbagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
_ . Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing masing
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

‘ 11. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, schinggo
‘ Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29

(1) Subbagian Perencanaan, Penyusunan Program dan Pembinaan

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja
Sekretariat Daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan administrasi, penyusunan norma, standar, pedoman dan
g7, oy petunjuk teknis perencanaan, penyusunan program dan pembinaan
g lingkup Sekretariat Daerah serta menyiapkan bahan pengendalian,
e monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2 Subbagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
; pkam bahan penyusunan  program kerja  Subbagian
»n. Evaluasi dan Pelaporan, menyiapkan perumusan
sunan norma, standar, pedoman dan petunjuk teknis
dlian, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan
Mhm analisa dan evaluasi, penyusunan




12. Ketentuan Pa
IR sal 30
sebagai beri ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga P i
gai berikut: ) gga Pasal 30 berbunyi

Pasal 30

1) Bagi
3 pei:usa};:ng::}:;:kanBaI:;g/ Jasa. mfampunyai tugas menyiapkan
B ) / ngoordmasﬂ-gan pelaksanaan tugas dan
an evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya
pengadaan barang/jasa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan
T pengendalian  program, monitoring dan evaluasi pengadaan

barang/jasa;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta

petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian programi,

monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa;

c. ‘_claksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan

penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi
péngadaan barang/jasa;

aksanaan pembinaan teknis penyusunan dan
onitoring dan evaluasi pengadaan barang/ jasa;

program, I
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan sesuai

tugas dan fungsinya.

d. pel pengendalian

1 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi

Pasal 31



14, | Ketentuan
‘1 ‘ Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 32
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Subbagian Perencanaan Pengadaan mempunyai tugas pokok
dan

melaksanakan ~ perencanaan,  pengaturan,  penelitian
pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

(2) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai
pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

melaksanakan pelayanan administratif, fasilitasi sarana
pembinaan SDM, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas

prasarana,

pengadaan barang/jasa pemerintah. ¢
(3) Subbagian Data dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi
penyajian informasi data serta fasilitas

dan pelaporan kegiatan dan
penyelesaian sanggah.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan Peraturan

1S Agar setiap orang mengetahuinya,
' Berita Daerah Kabupaten Muna.

Bupati ini dengan penempatannya dalam

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 20 -8- 2018

BUPATI MUNA,

-
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